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Bahwa para Pemohon adalah Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Swasta 
Indonesia (HPTKes Indonesia) yang diwakili oleh H. M. Budi Djatmiko selaku ketua. 

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para 
Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu frasa “secara 
nasional” dalam Pasal 21 ayat (1) serta Pasal 21 ayat (7) UU 36/2014 terhadap UUD 1945, 
maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo. 

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, H. M. Budi 
Djatmiko selaku Ketua HPTKes Indonesia berhak mewakili HPTKes Indonesia untuk 
mengajukan permohonan pengujian UU 36/2014 kepada Mahkamah. Selanjutnya Pemohon 
telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon dirugikan dengan 
berlakunya norma frasa “secara nasional” dalam Pasal 21 ayat (1) serta Pasal 21 ayat (7) UU 
36/2014 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan 
tersebut bersifat spesifik dan aktual. Dengan demikian, tanpa bermaksud menilai kasus 
konkret yang dialami Pemohon, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan 
Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma 
undang-undang yang dimohonkan pengujian. Apabila, permohonan Pemohon dikabulkan 
maka kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak terjadi lagi. Oleh karena itu, 
terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon, 
menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai 
Pemohon dalam Permohonan a quo. 

Bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak 
terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 54 UU MK. 
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Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo mengajukan pengujian norma Pasal 21 ayat 
(1) UU 36/2014 terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Adapun dalam 
Perkara Nomor 82/PUU-XIII/2015, para Pemohon mengajukan pengujian, antara lain, norma 
Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU 36/2014 terhadap 
Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Sehingga, dengan 
adanya penambahan dasar pengujian dalam permohonan a quo, yaitu Pasal 1 ayat (3) UUD 
1945 maka terlepas secara substansial permohonan a quo beralasan menurut hukum atau 
tidak, namun secara formal berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 
2/2021, permohonan a quo dapat diajukan kembali. 

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai frasa “secara nasional” dalam Pasal 21 ayat 
(1) UU 36/2014, menurut Mahkamah, uji kompetensi secara nasional merupakan salah satu 
cara efektif untuk meningkatkan proses pendidikan dan menajamkan pencapaian relevansi 
kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang diperlukan masyarakat. Tujuan uji 
kompetensi secara nasional di antaranya adalah untuk menyaring tenaga kesehatan 
Indonesia yang kompeten guna memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada 
masyarakat, dengan prinsip utama keselamatan pasien. Selain itu, uji kompetensi secara 
nasional diharapkan dapat mendorong perbaikan kurikulum dan proses pembelajaran di 
setiap institusi pendidikan. Dengan jaminan kualitas pendidikan yang lebih baik maka 
masyarakat sebagai pengguna lulusan akan mendapatkan jaminan bahwa lulusan perguruan 
tinggi memang memiliki kompetensi untuk mengelola dan melayani pasien di tatanan 
kesehatan. Hal tersebut justru lebih memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum 
baik kepada tenaga kesehatan maupun kepada masyarakat umum.  

Bahwa tidaklah benar jika kemudian dengan keberlakuan uji kompetensi secara 
nasional telah mengebiri kemandirian perguruan tinggi kaitan dengan penyelenggaraan uji 
kompetensi dimaksud. Apalagi, dalam rangka penjaminan mutu lulusan, sesuai dengan Pasal 
19 ayat (1) UU 36/2014 penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang kesehatan hanya dapat 
menerima mahasiswa sesuai dengan kuota nasional, sehingga uji kompetensi secara 
nasional menjadi bagian tidak terpisahkan dalam rangka memenuhi standar nasional 
pendidikan tenaga kesehatan. Sehingga dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan 
bahwa frasa “secara nasional” dalam Pasal 21 ayat (1) UU 36/2014 telah mengebiri 
kemandirian masing-masing perguruan tinggi khususnya terkait penyelenggaraan uji 
kompetensi adalah tidak beralasan menurut hukum. 

Bahwa mengenai Peraturan Menteri sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (7) UU 
36/2014, menurut Mahkamah, pembentukan Peraturan Menteri yang didasarkan karena 
adanya pendelegasian kewenangan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, in 
casu UU, diperkenankan sepanjang substansi yang diatur dalam Peraturan Menteri tersebut 
bersifat pelaksanaan terhadap peraturan yang lebih tinggi. Hal ini dimungkinkan karena tidak 
semua substansi dapat diatur dalam UU, termasuk juga UU 36/2014. Pasal 21 ayat (7) UU 
36/2014 memberikan delegasi kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pendidikan untuk membentuk Peraturan Menteri mengenai tata cara 
pelaksanaan Uji Kompetensi. Peraturan Menteri a quo menjadi penting keberadaanya karena 
selain menjalankan perintah pendelegasian yang diberikan oleh UU 36/2014, Peraturan 
Menteri ini juga diperlukan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal teknis yang terkait dengan 
pelaksanaan uji kompetensi secara nasional agar memiliki standar dan tata cara pelaksanaan 
yang sama sehingga menimbulkan kepastian hukum. Meskipun demikian, materi muatan 
dalam Peraturan Menteri a quo juga haruslah selaras dan tidak boleh bertentangan dengan 
UU 36/2014 atau bahkan menciptakan norma hukum baru yang tidak diatur dalam undang-
undang yang memerintahkan pembentukan Peraturan Menteri dimaksud. Andaipun terdapat 
Peraturan Menteri yang oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan UU 36/2014, 
khususnya terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana diatur dalam norma 
Pasal 21 UU 36/2014, persoalan tersebut bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah untuk 
menilainya. Dengan demikian, dalil Pemohon terkait Pasal 21 ayat (7) UU 36/2014 
bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.   
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Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, 
frasa “secara nasional” dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (7) UU 36/2014 tidaklah 
melanggar prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan kepastian hukum 
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak beralasan 
menurut hukum untuk seluruhnya.  

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusan Menolak 
permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 

 
 

 


